
PERATURAN BUPATI MAGE"TAN

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(AKIP) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

Mengingat

:bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam
pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, serta sebagai

tindaklanjut ketentuan Pasal 6 ayat (l) Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 88

Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabifitas Kinerja

Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Magetan ;

:1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan [cmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan

BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19SO tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan DI. Yogzakarta (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha.n lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55g7), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kineda Instansi pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor g0,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5600);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2Ol4 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reyiu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
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Menetapkan

Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun
2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1g Nomor
ls7);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2O2l tentang
Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1569);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor lS ?ahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), sebagaimana

telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 1 Tahun 2023 lentang perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Magetan (kmbaran Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

MEMUTUSK'AN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KAEIUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Kabupaten Magetan.
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2. Bupati adalah Bupati Magetan.

3. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan seb"g i unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Instansi Pemerintah adalah Perangkat Daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat
Daerah, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong praja dan
Pemadam Kebalaran, dan Kecamatan.

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya
disebut AKIP adalah pertanggungiawaban dan peningkatan

kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem

Akuntabilitas Kineq'a Instansi Pemerintah.

7. Evaluasi AKIP adalah aktirrita.s analisis yang sistematis,
pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan

permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang

ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan

kineg'a instansi pemerintah.

8. Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungiawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dan
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mendorong peningkatan pencapaian kineda yang tepat
sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah.

(2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIp;

b. menilai tingkat implementasi SAKIp;

c. menilai tingkat aluntabilitas kinerja;
d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIp;

dan

e. memonitor tindak lanjut rekomendaasi hasil evaluasi
periode sebelumnya.

BAB III

PELAKSANAAN EVALUASI AKIP

Pasal 3

(l) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi AKIp, dibentuk Tim
Evaluator yang bertugas untuk melakukan evaluasi AKIp
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah setiap

tahun.

(2) Tim Evaluator sefagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan keanggotaan

terdiri dari unsur :

a. Inspektorat Daerah;

b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pembangunan Daerah; dan

c. Begian Organisasi Sekretariat Daerah;

(3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis

sistem elektronik.

Pasal 4

Pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 26 J:uti 2023

BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 26 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH UPATEN MAGETAN,

BERITA DAERAH KAI}UPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 26

I
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :26 TAHUN 2023

TANGGAL ;26 JULI 2023

BAB I
PEI{DAHT'LUAIT

A. l,atar Belakang Evaluasi AKIP

Penguatan akunta.bilitas kinerl'a merupakan salah satu strategi
yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,
pemerintah yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktiwitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhfisaran, dan pelaporan

kineq'a pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungiawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP

dilaksanalan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kine4ja

yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, mala perlu dnakukan evaluasi

AKIP atau evaluasi ata.s implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan
dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini pemerintah

daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan
implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kineq'a (hasil) yang telah

direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat

dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman ini disusun dengan

maksud untuk memberikan petunjuk umum dalam rangka evaluasi AKIP,

yang berisi tentang metode evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, dan
pelaporan hasil evaluasi. Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas

implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa
petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi
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AKIP yang ditetapkan sesuai

evaluasi.

dengan kondisi pada saat pelaksanaan

B. Kerangka Logis Evaluasi AKIp

Evaluasi AKIP Perangkat Daerah diawali dengan pemmusan
tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuanruang
lingkupevaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme
pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian
hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIp secara umum dapat
digambarkan sebagai berikut:

PELAPORAN DAN PENGOMUNIKASIAN HASIL EVALUASI

C. Tujuan Evaluasi AKIP

Secara umum tujuan evaluasi AKIp adalah untuk mengetahui
sejauh mana implementasi sAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong
oeningkatan pencapaian kine4'a yang tepat sasaran dan beroreintasi hasil,
sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi
pemerintah/perangkat daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui
implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap
tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIp yang ditetapkan.
Tujuan dan Sasaran evaluasi tergantung pada para pihak pengguna hasil
evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang
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untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala
yang ada. Tujuan khususdilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya
adalah minimal untuk:
l.Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIp
2. Menilai tingkat implementasi SAKIp
3.Menilai tingkat akuntabilitas kineqia

4.Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi sAKIp,
dan

S.Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi AKIp

Evaluasi AKIP intemal/ perangkat daerah dilaksanakan oleh rim
Evaluator Internal Kabupaten Magetan yang terdiri dari:

l. Inspektorat Daerah;

2. Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

Daerah; dan

3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaruasi terhadap implementasi
sAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka
panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja
jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja,
pengukuran kineq'a, dan monitoring pengelolaan data kineq'a, sampai pada
pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kine{a.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIp mencakup,
antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan
dicapai unuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan,

2. Penilaian pengukuran kine{a berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja,

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitasatas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya,
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4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kineq'a internal yang memberikan
kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi sAKIp untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja, dan

5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja
lainnya.

Evaluasi AKIP dapat dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan
kebutuhan dengan pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup
evaluasi AKIP adatah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan
sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi
logis karena adanya keterbatasan sumber daya sehingga ruang lingkup
dapat disesuaikan.
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Informasi pertanggungiawaban kinerja yang diungkapkan dalam
dokumen laporan kinerja bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang
digunakan dalam evaluasi AKIp. perencanaan kinerja perlu menjadi perhatian
utama dalam evaluasi AKIp diantaranya dengan melihat perubahan yang lebih
baik dalam perencanaan kinerja berdasarkan hasil kinerja sebelumnya.
Informasi terkait kinerja lainnya dapat digunakan dalam analisis evaluasi AKIp,
juga termasuk berbagai hal yang dapat dihimpun guna mengukur
keberhasilan atau pun keunggulan instansi. cakupan informasi jika dilihat
dari kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi, antara lain:
I . Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progress),

2. Informasi untuk membantu agar tetap berada pada alurnya (efektif), dan
3. Informasi untuk meningkatkan elisiensi.

Kendala-kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator dalam
melaksanakan evaluasi AKIP antara lain sempitnya waktu, terbatasnya
anggaran, minimnya orang/aparatur yang kompeten, jauhnya lokasi, dan
kurangnya fasilitas pendukung pelaksanaan evaluasi. Sesuai dengan
perkembangan jaman, salah satu cara mudah mengatasi hal-hal tersebut
adalah dengan membangun sistem aplikasi evaluasi AKIp berbasis web.

Namundemikian, persiapan yang matang sebelum melaksanakan evaluasi
merupakansalah satu strategi / upaya yang harus dilakukan untuk menjega

kualitasevaluasi, yaitu dengan menyusun desain evaluasi yang optimal
agarpelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan maksimal.

Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi
yangperlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi,
pertimbanganprofesional (judgementl, dan interpretasi. Jenis pembandingan

yang al<andilakukan harusdisesuaikan dengan jenis penilaian

(penilaiankelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi)
yang masing-masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga

memerlukandesain evaluasi yang berbeda.

Elemen-elemen dalam desain evaluasi yang harus
dipertimbangkansecara spesifi k dalam pengumpulan informasi, antara lain:

1 . Jenis informasi

2. Sumber informasi
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3. Metode pengumpulan informasi
4. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi
5' Pembandingan hasil anarisis informasi (dampak atau hubungan sebab-

akibat), dan

6. Analisis perencanaan

Berdasarkan pertirnbangan di atas, desain evaluasi AKIp yang perlu
dibentuk setidaknya memenuhi kebutuhan berikut:
A. Sumber Daya, Instrumen, dan Alat Evaluasi AKIp

Pengorganisasian evaluasi AKIP bertujuan untuk mempersiapkan
kebutuhan sumber daya manusia (sDM) evaluator, perencanaan
evaluasi,pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian evaluasi.
1. Kebutuhan SDM Evaluator

Hal terpenting daram evaluasi AKIp adalah ketersediaan sDM yang
memenuhi persyaratan sebagai evaluator sesuai dengan strandar
dankode etik evaluator. Dengan semakin banyak sDM yang memenuhi
standardan mematuhi kode etik, akan terbentuk tim yang berkualitas
yang dapat menjadi pemicu utama keberhasilan mewujudkan hasil
evaluasi AKIP yang berkualitas. Susunan Tim Evaluasi minimal terdiri
atas:

a. Penanggung Jawab

b. Ketua Tim

c. Anggota Tim

2. Perencanaan Evaluasi AKIp

Perencanaan evaluasi AKIP merupakan kunci penting dalam
keberhasilan pelaksanaan evaluasi, karena memberikan kerangka kerja
(frameworkl bag seluruh tingkatan manajemen evaluasi dalam
melaksanakan proses evaluasi. Secara garis besar, terdapat beberapa
hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi
AKIP,yaitu:

a. Identilikasi pengguna hasil evaluasi;

b. Pemilihan pertanyaan evaluasi yang penting;

c. Identilikasi informasi yang akan dihasilkan; dan
d. Identihkasi sistem komunikasi dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan perencErnaan evaluasi, evaluasi AKIP dapat
dikategorikan kedalam beberapa tingkatan evaluasi, yaitu:

a. Evaluasi Sederhana (desk euafuationl
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Evaluasi AKIP sederhana hanya dengan menelaah dokumen
ataupun informasi lain yang tersedia atas implementasi SAKIp.
Tanpa menguji kebenaran atas pembuktian di lapangan melalui
reviu atauwawancara langsung kepada evaluatan.

Evaluasi ini dapat meliputi pengungkapan dan penyajian
informasi kine{a dalam dokumen Laporan Kinery.a,

dokumenRencana Strategis, dokumen pe{anjian Kinerja, dengan
melakukantelaah misa_lnya, keselarasan antar komponen dalam
perencanaanstrategis, logika pelaksanaan program, dan logika
strategi pemecahanmasalah yang direncanakan/diusulkan,
sertakeberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

b. Evaluasi terbatas

Evaluasi ini menggunakan langkah-langkah pada evaluasi
sederhana, hanya saja ditambah dengan berbagai konfirmasi,
pengujian, dan penelitian terbatas pada komponen akuntabilitas
kinerja tertentu. Misalnya, evaluasi untuk mengetahui tindak
lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebelumnya atau
evaluasi untuk mengetahui akuntabilitas kinerja yang terbatas
pada penelitiar, pengujian, dan penilaian atas kine4'a
pelaksanaan program tertentu.

c. Evaluasi mendalam (in depth eualuation)

Evaluasi ini merupakan pendalaman dari evaluasi
sederhana dan evaluasi terbatas yang ditambah dengan
pengujian dan pembuktian di lapangan, baik dari praktik nyata
atas implementasi SAKIP maupun kombinasi dengan hasil
wawancara mendalam. Evaluasi AKIP atau evaluasi atas
implementasi SAKIP secara mendalam tidak harus dilakukan
terhadap seluruh elemen, unit, atau pun kebijakan, program,

dan kegiatan pada instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi

dapat dilakukan dengan pengujian dan pembuktian secara lebih
mendalam terhadap uji petik (samplingl atau pemilihan beberapa

elemen, unit, atau pun kebijakan kebijakan, program, dan

kegiatan.

B. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP
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Metodologi yang dapat digunakan dalam evaruasi AKIp adarah
kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan
mempertimbangkan seg kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan)
karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yalg telah ditetapkan
dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hat ini, evaluator
perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan
dilakukan, serta kendara yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada
pihak yang dievaluasi.Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih
cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi sAKIp
sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang
meningkatkan akuntabilitas kinerl'a.

2. Teknik Evaluasi AKIp

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum
untuk memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei
sederhana, survei yang detail dan mendaram, verifikasi data, riset
terapan (applied researclt), survei target evaluasi (target groupl,
penggunaan metode statistik, penggunaan metode statistik non-
parametrik, pembandingan (benchmarkingl, analisis lintas bagian (cross
section analgsi-sl, analisis kronologis (time seies analgsis), tabulasi,
penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/simbol_simbol, dan
sebagainya.

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam
evaluasi AKIP akan bergantung pada:

a. Kedalaman evaluatan (instansi pemerintah/perangkat daerah)
dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP,

b. Tingkatan tataran lcontertl yang dievaluasi dan bidang (contentl
permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan
berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu
juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.
Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan dalam

pelaksanaan evaluasi AKIp, antara lain:
a. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan telmik pengumpulan data dan informasi dengan
menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi
yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/perangkat



daerah. cl'kli-st kebutuhan data dan informasi berisi daftar
dokumen, data dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data
(responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data daninformasi yang

dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada
penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia
data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat
dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui
media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, clnt, ataupun
digital meetirq. Dalam hal ini, sebailmya disiapkan terrebih dahuru
jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan
ditanyakan. HaI penting lainnya yang harus dipersiapkan antara
lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat
beke{a sama.

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. observasi di sini
dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan
menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka
mengamati proses dan jalannya aktivitas.

d. Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak
secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi
pemerintah/perangkat daerah yang dievaluasi, melainkan melalui
sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media
informasi baik cetak maupun elektronik/digital.
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BAB III
MTKAIYISME EVALUASI AIfl P

Mekanisme evaluasi AKIP dapat dikelompokan dalam beberapa tahapan,

antara lain pendokumentasial, analisis, dan interpretasi data dan informasi
yang diperlukan dalam evaluasi AKIP, pembahasan dan penyusunan

rancangan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), reviu rancangan LHE AKIP,

pengendalian evaluasi AKIP serta pemantauan berkelanjutan atau
pemantauan tindak lanjut, seperti gambar berikut:

1. Pendokumentasian Analisis, dan Interpretasi Data

LKE

I
Reviu Rancangan

LHE
Pengendalian

Evaluasi

Pembahasan dan
PenJ.usunan

Rancangal LHE

Pemantaualr
Berkelanjutan

Pendokumentasian
Date

Analisa Data

Interpretasi Data
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Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan

dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerl'a

Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk
memberikan keyakinan terbatas bahwaimplementasi SAKIP yang telah

dilakukan oleh instansi pemerintah /perang)<at daerah telah memadai,

kemudian dapat diberikan saran atau rekomendasi guna meningkatkan

AKIP.

2. Pembahasan dan Penyusunan Rancangan l,aporan Hasil Evaluasi (LHE)

Sebelum ranc€rngan LHE disusun, dilakukan pembahasan LKE oleh

tim evaluatoratas informasi hasil evaluasi yang diperoleh. Rancangan LHE

harus disusun oleh tim evaluator dan setidalsrva memuat:

a. Nilai/ Predikat Hasil Evaluasi

b.Kondisi

c. Rekomendasi

3. Reviu Rancangan LHE AKIP

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan

mengungkapkan hal-halpenting bagr perbaikan manajemen kinerja

instansi pemerintah/perangkat daerah yang dievaluasi. Permasalahan atau

t



temuan sement€rra hasil evaluasi (tentatiue finding) dan saran
perbaikannya harus dapat diungkapkan secara jeras dan dikomunikasikan
kepada pihak instansi pemerintah/perangkat daerah yang dievaluasi
untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan bahkan perbaikar
secukupnya. Penulisan LHE harus mengikuti kaidal-kaidah umum
penulisan laporan yang baik, antara lain penggunaan kalimat yang jelas
dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan
yang ambigu sehingga membingungkan dalam proses penyimpulan dan
kompilasi data. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan
data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkannya dalam LHE.

setelah rancangan LHE disusun oleh tim evaluator, dilal<ukan reviu
drafi LHE secara berjenjang untuk memastikan objektivitas serta
kesesuaian standar kualitas LHE, sebelum akhirnya LHE ditandatangani
oleh penanggung jawab evaluasi.

a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan tahap akhir dalam pelaksarlaan
evaluasi. Finalisasi LHE ditandai dengan penandatanganan LHE oleh
Inspektur daerah/penanggung jawab hasil evaluasi AKIP, yang
dilal<ukan setelah adanya reviu be{enjang.

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP

Penyampaian LHE dilakukan secara langsung dengan
mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil
evaluasi AKIP yang telah dilaksanakan. penyampaian dan
pengomunikasian LHE secara langsung juga dapat memotret respon,
tindalan dan antusiasme dari para pengambil keputusan pada instansi
pemerintah/perangkat daerah sebagai pengguna hasil evaruasi daram
memperbaiki/meningkatkanimplementasi SAKIP dan mendorong
peningkatan pencapaian kineq'a yang tepat sasaran dan berorientasi
hasil mewujudkan capaian kinerl'a (hasil) yang telah direncanakan.

4. Pengendalian Evaluasi AKIp

Pengendalian evaluasi AKIp dimaksudkan untuk menjaga agar
evaluasi berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan evaluasi.
Aktivitas ini perlu d akukan agar proses evaruasi tetap terarah pada
kesimpulan yang bermanfaat, sesuai dengan target, tepat waktu serta tepat
biaya.

Pengendalian evaluasi AKIp yang dapat dilalukan antara lain:

77



a. Melakukan pembahasan berkala internal tim evaluator,
b. Melakukan pembahasan berkala antara sesanna tim evaluator, dan
c. Melakukan pembahasan dengan pihak lain yang terlibat atau

berpengalamsn lebih dalam evaluasi (tenaga ahli).
Pembahasan antar tim evaluatorperlu dilakukan untuk menjaga mutu

hasil evaluasi. Hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan tim,
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pemantauan tindak
lanjut hasil evaluasi AKIP seperti mekanisme penerbitan surat tugas dan
penerbitan laporan hasil tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang berlaku.
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BAB TV

PEI"AITSANAAIT EVALUASI AIfi P

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,
pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama
ada-lah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan pra

Evaluasi dan Pelaksanaan Evaluasi itu sendiri, seperti digambarkan sebagai
berikut:

->
A. Pra Evaluasi AKIP

1. Tujuan dan Manfaat pra Evaluasi

Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh gambaran awal
secara umum tentang intansi pemerintah/perangkat daerah yang akan
dievaluasi. Sedangkan manfaat pra evaluasi, antara lain:
a. Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama

atau peran dasar instansi pemerintah/perangkat daerah yang akan
dievaluasi;

b. Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi
perhatian dalam evaluasi; dan

c. Agar dapat merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara

berkualitas dan sesuai tujuan.
2. Jenis Data dan lnformasi yang Dikumpulkan pada pra Evaluasi

Sesuai dengan tujuan dan manfaat pra evaluasi, beberapa

data/informasi yang diharapkan diperoleh terkait instansi
pemerintah/unit ke{a yang akan dievaluasi, antara lain:
a. Peraturan perundangan yang mendasari;

b. Mandat;

c. Tugas, fungsi, dan kewenangan;

d. Struktur organisasi;

e. Hubungan/koordinasi dengan organisasi lain;
f. Permasalahan dan isu strategis;

g. Kine{a utama (sasaran strategis dan indikator kinerja);

h. Aktivitas utama;

Pra Evaluasi AKIP Evaluasi AKIP

i9



i. Sumber pembiayaan;

j. Capaian kineg'a beserta dengan analisis capaian kinerja;
k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
i. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak te!.ebak
pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya
pra evaluasi dititikberatkan untuk memahami instansi
pemerintah/perangkat daerah yang akan dievaluasi secara umum yang
hasilnya akan digunakan sebagai data awal dalam merencanakan
evaluasi.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi pra Evaluasi
Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKlpdapat dilakukan

dengan beberapa cara, yaitu dengan survei melalui cteklist
pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab
sederhana kepada penyedia data dan informasi, observasi data dan
informasi, atau studi dokumentasi melalui sumber literasi lain seperti
peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun
elektronik/digital. Pengumpulan data dan informasi pra evaluasi AKIP
juga dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi diantara beberapa
cara tersebut.
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B. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

l. Penetapan Variabel dan Bobot Penilaian

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIp tahun sebelumnya.

Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan
informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIp saat

evaluasi be{alan. Isu penting yang perlu diungkap melalui evaluasi AKIp
ini, antara lain:

a. Kualitas perencanaan kineqja yang selaras yang akan dicapai untuk
mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian

kine{a, baikkeberhasilan/kegagalan kine4'a serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar



dalam penyesuaian strategi/kebijakan
berikutnya;

dalam mencapai kinerja

d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internar yang memberikan kesan nyata
(darnpak) dalam peningkatan implementasi SAKIp unruk efektifitas
dan elisiensi kinerja; dan capaian kineq'a.

Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian
beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam
penerapan komponen-komponen manajemen kinery.a yang meliputi
perencanaan kinerja, pengukuran kineg'a, pelaporan kinerja, dan
evaluasi akuntabilitas kineqia internal sebagai fakta obyektif instansi
pemerintah/perangkat daerah mengimplementasikan sAKIp- Komponen-
komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi
(LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel_
variabel tersebut, yaitu:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, pengukuran Kineq'a, pelaporan

Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal.
b. Sub-Komponen

Dibagr dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan pemanfaatan pada

setiap komponen.

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub-
komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau
belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan

kriteria penilaian, dengan bobot sebagai berikut:

Kornponen

Sub-Komponen

ToteI
Bobot

Sub-
Kompoaea I
Keberadaaa

8ub-
Xomponea 2

Kuelltas

Sub-Kotupottetr
3

PeDaafeatea
2@/" 3U/"

Perencanaal
Kine{a 6 9 15 30

Pengukuran
Kineql'a

6 I l5 30

Pelaporan
Kine{a 3 4,5 7 5 l5

IIllei
Akuatabllitas

XlnerJa
20 30 50 1()0

2l

5@/o



Komponen Sub-Komponen Kriteria
l. Terdapat pedoman teknis

perencanaan kineqia.
2. Terdapat dokumen

perencanaan kinerja jangka
panjang

3. Terdapat dokumen
perencanaan kine{a
jangka menengah-

4. Terdapa.t dokumen
perenc{rnaan kinerja jangka
pendek.

5. Terdapa.t dokumen
perencaruran alftivitas yang
mendukung kine{a.

6. Terdapat dokumen
perencana,rn anggaran yang
mendukung kine{a.

l.Dokumen
Perencanaan kinerja
telah tcrsedia

7. Setiap unit satuan keia
merumuskan dan
menetapkan Perencanaan
Kine{a

l. Dokumen Perencanaan
Kinerja telah diformalkan.

2. Dokumen Perencanaan
Kine{a telah dipublikasikan
tepat waktu.

3. Dokumen Perencanaan
Kinerja teliah
menggambarkan
Kebutuhan atas Kinerja
sebenarnya yarlg perlu
dicapai.

4. Kualitas Rumusan Hasil
(Tujuan/ Sasaran) telah
jelas menggambarkan
kondisi kinerja yang akan
dicapai.

5. Ukuran Keberhasilan
(Indikator Kinerja) telah
memenuhi kriteria SMART.

1. Perencanaan
Kine{a

2.Dokumen
Perencanaan kine4'a
telah memenuhi
standar yang baik,
yaitu untuk
mencapai hasil
dengan ukuran
kinerja yang SMART,
mengguna-kan
penyelarasan
(cascading) disetiap
level secara logrs,
serta memperhatikan
kinerja bidang lain
(crosscutting)

6. Indikator Kinerja Urema
[KU) telah menggambarkan
kondisi Kine{a Utama yang
harus dicapai, tertuang
secara berkelanjutan
(sustainable-tidak sering

22

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, LKE kemudian
dianalisis, dan digunakan sebagai bahan dasar dalam menyusun Laporan
Hasil Evaluasi (LHE). variabel dalam LKE AKIp dapat dipetakan sebagai
berikut:



Komponen Sub-Komponen Kriteria
dtganti da ta rn 1 periode
Perencanaan Strategis).

. Target yang ditetapkan
dalam Perencanaal Kinerja
dapat dicapai (achievable),
menantang, dan realistis.

8. Setiap Dokumen
Perencanaan Kinerja
menggambarkan hubungan
yang berkesinambulgan,
serta selaras antara
Kondisi/Hasil yang akan
dicapai di setiap level
jabatan (Ca.scading|

9. Perencanaan kinerja dapat
memberikan informasi
tentang hubungan kinerja,
shategi, kebijakan, bahkan
aktivitas antar bidang/
dengan tugas dan fungsi
lain yang berkaitan
(Crosscuttingl .

10. Setiap
merumuskan
menetapkan
Kineq'a.

pegawai
dan

Perencanaan

1. Anggaral yang ditetapkan
telah mengacu pada Kinerja
yang ingn dicapai.

2. Aktivitas yang dilaksanakan
telah mendukung Kinerja
yang ingin dicapai.

3. Target yang ditetapkan
dalem Perencanaan Kineq'a
telah dicapai dengan baik,
atau setidalnya masih on
ttte ight track

5. Terdapat perbaikan/
penyempurnaan Dokumen
Perencanaan Kine4'a yang
ditetapkan dari hasil
analisis perbaikan kinerja
sebelumnya.

3. Perencalaan Kineq'a
telai dimanfaatkan
untuk mewujudkaa
hasil yang
berkesinambungan.

6. Terdapat perbaikan/
penyempurnaan Dokumen

Perencanaan Kine{a dalam
mewujudkan kondisi/hasil

1.1

4. Rencana aksi kine{a dapat
berjalaa dinamis karena
capaian kine{a sela_lu

dipantau secara berkala.



Komponen Sub-Komponen Kriteria
yang lebih baik.
7. Setiap unit/satuan ke{a

memaJlarni dan peduli,
serta berkOmitmen delem
mencapai kine{a yang telah
direncanakan.

8. Setiap Pegawai memahami
dan peduli, serta
berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang telah
direncanakan.

l.Pengukuran Kinerja
telahdilakukan

1. Terdapa.t pedoman teknis
pengukuran kinerl'a dan
pengumpulan data kinerja.

2. Terdapat Definisi
Operasional yang jelas atas
kinerja dan cara mengukur
indikator kine{a.

3. Terdapat mekanisme yang
jel,as terhadap
pengumpulan data kine4'a
yang dapat diandalkan.

2.Pengukuran Kinerja
telah

menjadi kebutuhan
delqm mewujudkan
Kine{a secara Efektif
dan Efisien dan telah
rlilakuksn secara
be{enjang dan
berkelanjutan

1. Pimpinan selalu terlibat
sebagri frengambil
keputusan (DecisionMaker)
dalam pgngukpr

capaian kineqia.
2. Data kinerja yang

dikumpulkan telah relevan
untuk mengukur capaian
kine{a yang diharapkan.

3. Data kine{a yang
dikumP rlkarr telah
mendukung capaian kine{a
yang diharapkan.

4. Pengukuran kine4'a telah
dilalukan secara berkala.

5. Setiap level organisasi
melakukan pemantauan
atas pengukuran capaian
kineq'a unit dibawahnya
secara berjenjang.

6. Pengumpulan data kinerja
telah memanfaatkan
Teknologi Informasi
(Aplikasi).

7. Pengukuran capaian
kine{a telah
memanfaatkan Teknologi
Informasi (Aplikasi)
1. Pengukuran Kine{a telah

2. Pengukuran
Kine{a

3.Pengukuran Kine{a
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Komponen Kriteria
i dasar dalam

penyesuaian (pemberian/
pengurangan)
tunjangankinerja/ penghasil
an.

menjad

2. Pengukuran Kinerja telah
menjadi dasar da,lam
penempatan/ penghapusan
Jabatan baik struktural
maupun fungsional.

3. Pengukuran kineda telah
mempengaruhi penyesuaian
(R efoat singl Organisasi.

4. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi penyesuaian
Stmtegi da-lam mencapai
kine{a.

5. Pengukuran kinerja tetah
mempengaruhi penyesuaian
Kebijakan dalam mencapai
kine{a.

6. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi penyesuaian
Aktivitas dalam 66ns2pai
kinerja.

7. Pengukuran kinerja telah
mempengaruhi penyesuaian
Anggaran dalam mencapai
kine{a.

8. Terdapa.t efisiensi atas
penggunaan anggaran
dalam mencapai kinerja.

9. Setiap unit/satuan kerja
memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kineria.

telah d{jadikan dasar
dplqm pemberian
Reward dan
Punishment, serta
penyesuaian strategi
dalam mencapa.i
kinerja yangefektif
dan efisien

10. Setiap pegawai
memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kinerja.

1. Dokumen Laporan Kine4'a
telah disusun.

2. Dokumen Iaporan Kineq'a
tel,ah disusun secara
berkala.

3. Dokumen l,aporan Kineda
telah diformalkan.

4. Dokumen laporan Kinerja
telah direviu.

5. Dokumen l,aporan Kine{a
telah dipublikasikan.

3. Pelaporan
Kinerja

l.Terdapat Dokumen
Laporanyang
menggambarkanKine

{a

6. Dokumen laporan Kine{a
telah disampaikan tepat

25
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Komponen Sub-Komponen Kriteria
waktu.

l. Dokumen l,aporan Kineqia
disusun secara berkualitas
sesuai dengan stendar.

2. Dokumen taporan Kinerja
telah mengungkap seluruh
informasi tentang
pencapaian kinerja.

3. Dokumen Laporan Kinerja
telah menginfokan
perbaldingan realisasi
kinerja dengan target
tahunan.

4. Dokumen l,aporan Kinerja
telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja dengan target jangka
menengah.

5. Dokumen Laporan Kineqia
telah menginfokan
perbandingan realisasi
kine4'a dengan realisasi
kinerja tahun-tahun
sebelumnya.

6. Dokumen laporan Kinerja
telah menginfokan
perbandingan realisasi
kinerja dengan reali^si
kine{a di level
nasional/ internasional
(BendtmnrkKine4al.

7. Dokumen taporan Kine4'a
teliah menginfokan kualitas
atas capaian kinerja beserta
upaya nyata dan/atau
hambatannya.

8. Dokumen laporan Kinerja
telah menginfokan efisiensi
atas penggunaan sumber
daya dal^m mencapai
kinerja.

2.Dokumen Laporan
Kineq'a telah
memenutri Stendar
menggambarkal
Kualitas atas
Pencapaian Kinerja,
informasi
keberhasilan/
kegagalan kinerja
serta upaya
perbaikan/
penyempurnaannya

9. Dokumea l,aporan Kinerja
telah menginfokan upaya
perbaikan dan
penyempurnaan kineg'a ke
depan (Rekomendasi
perbaikan kinerja).

3.Pelaporan Kinerja
telah memberikal
dampak yang besar
dalam penyesuaian

l. Informasi dqlam laporan
kinerja selalu menjadi
perhatian utama pimpinan
(Bertanggung Jawab).
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Komponen Sub-Komponen Kriteria

laporan kinerja menjadi
kepedulian seluruh
pegawai.

infonyaJ2 lanPe nnasl dalam

3. Informasi dnlam laporan
kinerja berka,la telah
digunakan dala6
penyesuaian aktivitas untuk
mencapa.i kinerja.

4. Informasi dalam laporan
kine{a berkala telah
digunakan dalam
penyesuaian penggunaan
angga"ran untuk mencapai
kinerja.

5. Informasi dal,rm leporan
kine{a telah digunakan
dalam gyglgs5i pencapaial
keberhasilan kine{a.

6. Informasi dalaln laporan
kinerja telah digunakan
delam penyesuaian
perencanaan kinerja yang
akan dihadapi berikutnya.

strategi/ kebijakan
dalsm mencapai
kinerja berikutnya

7. Informasi de'lam laporan
kinerja seLalu
mempengaruhi perubahan
budaya kinerja organisasi.

1. Terdapat pedoman teknis
Evaluasi AKIP Intemal.

2. Evaluasi AKIP Internal telah
dile ksanakan pa.da seluruh
unit ke4a/ perangkat
daerah.

1. Evaluasi
Akun tabilitas Kinerja
Internal telah
dilaksanakan

3. Evaluasi AKIP Internal telah
dilaksanakan secara
be{enjang.

1. Evaluasi AKIP Internal tel,ah
dilaksanakan sesuai
standar.

3. Evaluasi AKIP Internal telah
dil,aksanakan dengan
pendalaman yang memadai.

4. Evaluasi AKIP Internal telah
dilaksanakan pada seluruh
unit kerja/ perangkat
daerah.

4. Evaluasi
Akuntabilitas
Kineria
Internal

2. Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Intemal telah
dilaksanakan secara
berkualitas dengan
Sumber Daya yalg
memadai
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2. Evaluasi AKIP Internal telah
dilaksanakan oleh SDM
yang memadai.



Komponen Sub-Komponen Kriteria

Teknologi
(Aplikasi).

dilaksanakan menggunakan
Informasi

l. Selumh rekomendasi
atas hasil evaluasi AKIP
internal telah ditinda kra njuti.
2. Telah te{'adi peningkatan

implementasi SAKIP dengan
melaksanakan tindak l,anjut
atas rerkomendasi hasil
evaluasi AKIP internal.

3. Hasil Evaluasi AKIP Internal
telah rlimgl;sstkan untuk
perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kineg'a.

4. Hasil dari Evaluasi AKIP
Internal telair dimanfaatkan
dalarn mendukung
efekti[itas dan efisiensi
kine4'a.

3.Implementasi SAKIP
telah

meningkat karena
evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Internal sehingga
memberikal kesan
yang nyata. (dampak)
da le m efektifrtas dan
efisiensi Kinerja

5. Tel,ah te{adi perbaikan dan
peningkatan kinerja dengan
memanfaatkan hasil
evaluasi AKIP internal.

2. Evaluator AKIP

Pelaksana evaluasi AKIP Perangkat Daerah adalah rim Evaluator AKIp
Kabupaten Magetan atau Tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Bupati Magetan yang beranggota dari Inspektorat Daerah, Bappeda
Litbang dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Tim Evaluator AKIP terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan
Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIp
dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya
kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan).

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan .professional

Judgements" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif.
LKE disusun dengan maksud sebegai kertas kerja evaluator dalam
melakukan pengumpulan, penilaian, anatisis, serta penyimpulan data

dan informasi.

untuk melaksanakan evaluasi AKIP. Tim Eva_luator AKIp setidaknya
terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan
membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan
Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi
(Evaluatan).
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Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan " professional

Judgem.erts" dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif.
LKE disusun dengan maksud sebagai kertas ke4'a evaluator dalam
melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data
dan informasi.

3 Evaluatan AKIP

Evaluatan AKIP terdiri dari:

a. Perangkat Daerah Kabupaten Magetan yaitu sekretariat Daerah,
Selaetariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan, Satuan polisi

Pamong Praja dan Damkar, dan Kecamatan.

b' Berikut Daftar Klaster Perangkat Daerah pelalsana urusan daram
evaluasi AKIP pada Pemerintah Kabupaten Magetan:

UTAMA PENDUKUNG TAMBAHAN

1. Badan
Perencanaan,
Pembangunan
Daeran,
Penelitian dan
Pengemba:rgan

1. Dinas Tenaga
Kerja

Dinas Komunikasi
dan Informatika

I

2. Inspektorat
Daerah

2. Dinas
Pengendalian
Penduduk,
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

3. Dinas
Pendidikan,
Pemuda dan
Olah Raga

3. Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Pangan

3. Badan Kepegawaian
dal Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

4. Dinas
Kesehatan

4. Dinas
Penanaman
Modal Dan
Perijinan
Terpadu Satu
Pintu

4. Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik

5. Dinas Peke{aan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

5. Dinas
dan
Mikro

Koperasi
Usaha 5. Sekretariat Deu/an

6. Dinas
Perumahan dal
Permukiman

6. Dinas
Perhubungan 6. Sekretariat Daerah

7. Satuan
Pernong

Polisi
Praja

7. Dinas
Pemberdayaan 7. Kecamatan Magetan
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2. Badan Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan Daeratr



UTAMA PENDUKUNG TAMBAI{AN

dan DAMKAR Masyarakat
Dan Desa

8. Dinas Sosial
8. Pemberdayaan

Masyarakat dan
Desa

8. Kecamatan
Sukomoro

9. Dinas Talaman
Pangan,
Holtikultura,
dan Perkebunan

9. Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

9. Kecamatan
Kawedanan

10. Dinas
Peternakan Dan
Perikanan

10. Kecamatan
l.embeyan

I l. Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan

I l. Kecamatan Poncol

12. Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan

12. Kecamatal
Maospati

13. Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

13. Kecamatan Karas

14. Kecamatan
Nguntoronadi

15. Kecs matan
Karangrejo

16. Kecamatan Panekan

17. Kecamatan Bendo

18. Kecamatal
Ngariboyo

19, Kecrmatan Parang

2O. Kecamatan Plaosan

2 l. Kecamatan Takeran

22 . Kecam.atarr Sidorejo

23. Kecernatan
Kartoharjo

24. Kec, matan Barat

c. PemerintatrKabupaten sebagai "Pusat" dengan unit/satuan kerja,

yaitu jajaran yang ada di bawahnya. Unit/ satuan

ke{ayangdiujipetik( sampling) untukdievaluasidisesuaikandengan

kebutuhan minimum dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai

berikut:
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Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling unit kerja
karena fokus perbaikan adalah pada level upusat,;

Target predikat CC perlu sampling unit keq'a yang ada pada"Klaster
Utama" dengan jumlah sampling minimal 3unit kerja;
Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada
pada"Klaster Utama" dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja,
juga perlu sampling unit keq'a yang ada pada "Klaster pendukung"
dengan jumlah sampling minimal 3 unit keq'a, dan rata_rata sampling
unit keqia pada'Klaster Utama" harus minimal "Baik"(Rata_rata B).
Target predikat BB selain
pada"Klaster Utama" dan

perlu sampling unit kerja yang ada
"Klaster Pendukung" dengan jumlah

sampling masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling
unit keq'a yang ada pada "Klaster Tambahan" dengan jumlah sampling
minimal 3 unit keq'a, dan nilai rata-rata sampling unit keqia
pada"Klaster Utama" harus minimal "sangat Baik, (Rata_rata BB);
Target A selain perlu sampling unit keq'a yang ada pada seluruh
klaster unit kery'a, dengan jumlah sampling masing-masing minimal
3 unit kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada"Klaster Utama"
harus minimal "Memuaskan" (Rata-rata A) dan nilai rata-rata
sampling unit kerja pada uKlaster pendukung" harus minimal
uSangat Baik' (Rata-rata BB); dan
Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada
seluruh klaster unit kerl'a, dengan jumlah sampling masing-masing
minimal 3 Unit keq'a, nilai rata-rata sampling unit kerja pada
seluruh klaster harus minimal "Memuaskan, (Rata-rata A).

4. Pengisian LKE AKIP

Peilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIp, dan setiap sub-
komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-
komponen al<an dinilai dengan pilihan jawab an AA/A/BB/B/CC/C/D/8,
jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai

berikut:

AA (Bobot nilai 100) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

(100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak

menjadi percontohan secara nasional.

A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi

(10070) dan terdapat beberapa upaya yang bisa
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pemenuhan kriteria tersebut.dihargai dari

BB (Bobot nilai 80) kriteria telah terpenuhi
(10070) sesuai dengan mandat kebija-kan.

Jika kualitas seluruh

B (Bobot nilai 70) Jika kualitas sebagian

terpenu hi (> 7 5o/o- I Ooo/ol.

besar kriteria telah

CC (Bobot nilai 60)

terpenuhi (> 5Oo/o-7 5o/).

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah

C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian

terpen u hi (> 2 5o/o- s}Yol .

kecil kriteria telah

D (Bobot nilai 30) kinerjaJika kriteria penilaian akuntabilitas

E (Bobot nilai 0) sama sekali tidak ada

pemenuhan kriteria penialaian akuntabilitas
kineg'a.

Jika upaya dalam

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan
kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti
daftar dokumen yarg mendukung dan relevan. N ai pada sub-komponen yang
telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai totar (hasil akhir) di
setiap komponen. Teknik penilaian yang digunakan adalah:

a. Keberdaan:

Plllhar
Jawabaa Nilai Peajelasan

AA 100
teria telah terpenuhi (1007d

dan tel,ah dipertahankan dalam setidakny2 5
tahun terakhir.

Jika seluruh kri

A 90

seluruh kriteria telah terpenuhi (l00yo)
dart telah

dipertahar*an datam setidalnya I tahun
terakhir

Jika

BB 80 Jika kualitas
terpenuhi (10O7o)

kriteria telah
dengan mandat

seluruh
sesuai
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Pllihan
Jawabea PeaJelasan

kebijakan nasional.

B 70

Jika kualitas sebagial besar kriteria telah
terpenuhi

(>75o/o-too%d.

CC 60

Jika kuali
terpenuhi

tas sebagien besar kriteria telah

(>5oo/o-7syd.

C 50

Jika kuaii
terpenuhi

tas sebagian kecil kriteria telah

{>25o/o-50%d.

D 30

Jika kriteria penilqian akuntabilitas kine4'a
telah mulai

dipenuhi (>Oo/o-2SYQ.

E 0
Jika sama sekali tidak ada upaya dal4m
pemenuhan kriteria penilaian aluntabilitas
kinerja.

b. Kualitas:

Plllhan
Jawaben Iltilai PenJelasaa

AA 100

Jika kualitas seluruh kriteria telah
terpenuhi (10O9/o) dan terdapat upaya
inovatif serta layak menjadi percontohan
secara nasional.

A 90

Jika kualitas seluruh kriteria tel,ah
terpenuhi (1009zd darl terdapat beberapa
upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan
kriteria tersebut.

BB 80
Jika kualitas seluruh
terpenuhi (1007d sesuai
kebijakan nasional.

kriteria telah
dengaa mandat

B 70

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi

(>7 so/o-LOOVol.

CC 60

Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi

(>5oo/o-7 5oA.

JJ
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Plllhaa
.Iasabaa lVilai Peajelararr

C 50
kritebrgiantas se kecil rul telah

l>2,o/o-so%d.

Jika kuali
terpenuhi

D 30 telah mulai

dipenuhi (>Oo/*21yol.

Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja

0
sama sekali tidak ada upaya delam

pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja.

.Iika

c. Pemanfaatan

Pilthea
Jawaban IIitai Peajelasan

AA 100

tas seluruh kriteria telah
terpenuhi (1007") dan terdapat upaya
inovatif serta layak menjadi percontohan
secara nasional.

Jika kuali

A 90

ualitas seluruh kriteriaJika k telah

80
Jika kualitas seluruh
terpenuhi (lOOYd sesuai
kebijakan nasional.

kriteria telah
dengan mandat

B 70

alitas sebrgrrn besar kriteria telahJika ku

(>7 5o/o- l00o/d.

terpenuhi

CC 60

tas sebagian besar kriteria telah

(>5oo/o-7 1yd.

Jika kuali
teryrenuhi

C 50

kualitas sebagran kecil kriteria telahJika

(>25o/o-SO%Q.

terpenuhi

D 30

teria penilaian akuntabilitas kinerjaJika kri

dipenuhi (>Oo/o-21VQ.

telah mulai
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E

terpenuhi (10070) dan terdapat beberapa
upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan
kriteria tersebut.
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Pllihaa
Jawaban

ttilai PeaJelasaa

E 0
Jika sama sekali tidak ada upaya dalam
pemenuhan krit€ria penilaian akuntabilitas
kineqja.

5. Penyimpulan Data dan Informasi setelah Pengisian LKE

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan

gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

PREDIXAT IIITERPRETASI

AA

Sangat Memuaskan

Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja
dikelol,a dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja.
Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan
efisien (Reform). Pengukuran kinerJ'a telah dilakukan
sampai ke level individu.

Memuaskan

Terdapa.t gambaran bahwa instalsi pemerintah/unit
keqia dapat memimpin perubahan dalqm mewujudkan
pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran
kine{a telah dilakukan sampai ke level eselon
4 / Pengawas / Subkoordinator.

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3
unit keda. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai
dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan
anggaran dalam 661s6pai kine{a, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi
informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 3/koordinator.

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada |l3
unit ke{a. Terlihat masih perlu adarrya sedikit perbaikan
pada unit kerja, serta komitmen dalem manajemen
kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sarnpai
dengan level eselon 2/unit kerja.

Cukup (Memadai)

Terdapat ganbaran bahwa AKIP cukup baik. Namun
demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak
mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit
kerja.

I

(Nilai >90 - 100)

A

(Nilai >80 - 90)

BB

(Nilai >70 - 80)

Baik

B

(Nilai >60 - 70)

CC

(Nilai >50 - 6O)
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C

(Nilai >30 - 50)

Sistem dan tatanan dalnm AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikal mendasar
di level pusat.

Kurang

Sangat Kurang

(Nilai >0 - 30)

Sistem dan tatanan dalem AKIP sama seka_ti tidak dapat
diandalkan. Sama seketi belum terdapat penerapan
manajemen kine4'a sehingga masih perlu banyak
perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar,
khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Pemantauan Berkelanj utan
Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu
secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator
dengal pengaturan sebagai berikut:

a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh tim.
b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel seluruh tim

evaluator, terutama untuk menentukan standarisasi nilai dan
penetapan kategori hasil evaluasi.

D
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BAB V

PELAPORAIT DAIT PEIYGOMTINII{ASIAIT I{ASIL ET'ALUASI AI(IP

Setiap surat perintah tugas yang diterbikan untuk pelaksanaan eva_luasi

AKIP harus menghasilkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Laporan Hasil
Evaluasi (LHE). LHE AKIP disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan
data dan falrta serta analisis yang telah didokumentasikan dalam LKE. LKE
tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk
perumusan temuan permasalahan serta saran dan rekomendasi perbaikan
peningkatan AKIP. Data dan deskripsi falda ini ditulis kemudian dianalisis
(pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan arg,mentasi)
sampai pada simpulannya dalam LHE. pada instansi pemerintah/perangkat
daerah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan
menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya,
sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui
perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

LHE AKIP pada perangkat daerah yang dievaluasi oleh evaluator internal,
disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah yang dievaluasi dengan
tembusan kepada Kepala Daerah. secara garis besar, penyusunan LHE AKIP
dapat disampaikan seperti berikut:
1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

b. I-atar Belakang Evaluasi

c. Tujuan Evaluasi

d. Ruang Lingkup Evaluasi

e. Metodologi Evaluasi

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi pemerintah/Unit

Kerja

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya fiika periode

sebelumnya dievaluasi).

2. Gambaran Hasil Evaluasi

Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang
kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kineg'a

2l Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
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4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian

Kine{a

Penutupan

a. Simpulan

b. Saran dan Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan
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BAB VI

PEITUTUP

Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kineqia instansi
pemerintah/ perangkat daerah. Dengan diteraFkannya pedoman Evaluasi AKIp
ini' diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam
melaksanakan evaluasi. Namun demikian, diharapkan para evaluator juga
dapat menggunal<an inovasi-inovasi baru, serta dapat mengembangkan secara
terus-menerus metode dan teknik evaluasi AKIp yang lebih optimal dan lebih
efisien.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIp diharapkan dapat mewujudkan
tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja
instansi pemerintah/perangkat daerah serta meningkatnya aluntabilitas
instansi pemerintah/perangkat daerah terhadap kinerjanya.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIp diharapkan dapat
mewujudkan tujuan dari implementasi sAKIp itu sendiri, yaitu meningkatnya
kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas
instansi pemerintah / unit kerja terhadap kine{anya.

BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :26 TAHUN 2023

TANGGAL :26 JULI 2023

A. PEI{JILASAI{ PEITIL/UAJ|
Pengisian jawaban dilakukan pada sub-komponen, setiap sub-komponen
dinilaiberdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria (sebagai probing),
dengan pilihanjawaban A /A/BB/B/CCIC/DIE sesuai dengan gradasi
nilai, sebegai berikut:

Keberadaan:

Plllhan
tlavaban

Nilai Penjelasan

AA 100
Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%d dan
telahdipertahankan dalam setidaknya 5 tahun
terakhir.

A 90
Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (1OOYo) dan
telahdipertahankan dalam setidaknya 1 tahun
terakhir

BB 80
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
( l00o/o) sesuai denganmandat kebijakan
nasional.

B 70
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (7 5o/o - l$Oo/ol.

CC 60
Jika kualitas sebagran besar kriteria telah
terpenuhi (50o/o - 7 5o/o).

C 50
Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (25%- s0%ol.

D 30
Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
telah mulai dipenuhi(O%- 257d.

E 0
Jika sama
pemenuhan
kinerja.

sekali tidak ada
kriteriapenilaian

upaya dalam
akuntabilitas

Kualitas :

Pillhan
Jawaban

Nilai PenJelasan

AA 100 Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
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terdapat upaya inovatif serta layak
menjadi percontohan secara nasional.
(1007d dan

A 90
tas seluruh kriteria telah terpenuhi

(looo/ol dan terdapat beberapa upaya yang bisa
dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.

Jika kuali

BB 80
tas seluruh kriteria telah terpenuhi

(10070) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.

Jika kuali

B 70 Jika kualitas sebagian besar
terpenuhi (7 s%o - l00o/ol.

kriteria telah

60
Jika kualitas sebagian besar
terpenuhi (5Oo/o - 7 5o/ol.

lriteria telah

C 50 Jika kualitas sebagian kecil
terpenuhi (25Yo - 50o/ol.

kriteria telah

D 30
Jika kriteria penilaian akuntabilitas
telah mulai dipenuhi(0%- 25%

kinerja
).

E 0
Jika sama
pemenuhan
kinerja.

sekali tidak ada
kriteriapenilaian

upaya dalam
akuntabilitas

Pemanfaatan :

Pillhan
Jawaban

Nilai PenJelasan

AA 100
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(10O%) dan terdapat upaya inovatif serta layak
menjadi percontohan secara nasional.

A 90
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(l0O%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa
dihargai dari pemenuhal kriteria tersebut.

BB 80
Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(l0O%) sesuai dengan mandat kebijakan
nasional.

70
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (7 5o/o - IOOz"1.

CC 60
Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (sOVo - 7 5o/").

D

C 50

30

Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (25o/o - SOY{.
Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
telah mulai dipenuhi(O%- 257d.

E 0
Jika sama
pemenuhan
kinerja.

sekali tidak ada
kriteriapenilaian

upaya dalam
akuntabilitas

4t
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B. KLASTERPERANGKATDAERAH

UTAMA PENDUKUNG TAMBAHAN
l. Badan

Perencanaan,
Pembangunan
Daeran, Penelitian
dan Pengembangan

l. Dinas Tenaga
Kerja

1. Dinas Komunikasi
dan Informatika

2. Inspektorat Daerah

2. Dinas Pengendaliqn
Penduduk, Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dal
Perlindungan Anak

2. Badan Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan
Daerah

3. Dinas Pendirlikan,
Pemuda dan Olah
Raga

3. Dinas Lingkungan
Hidup dan Pangan

3. Badan
Kepegawaial dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

4. Dinas Kesehatan

4. Dinas Penanaman
Modal Dan
Perijinan Terpadu
Satu Pintu

4. Badal Kesatuan
Bangsa Dan Politik

5. Dinas Pekerjaan
Umum dan
Perumahan Ralryat

5. Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro 5. Sekretariat Dewan

6. Dinas Perumahan
dan Permukiman

6. Dinas
Perhubungan 6. Sekretariat Daerah

7. Satuan Polisi
Pamong Praja dan
DAMKAR

7. Kecamatan
Magetan

8. Dinas Sosial
8. Pemberdayaan

Masyarakat dan
Desa

8. Kecnrnatan
Sukomoro

9. Dinas Tanaman
Pangan,
Holtikultura, dan
Perkebunan

9. Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

9. Kecqrnatan
Kawedalan

10. Dinas Peternakan
Dan Perika_nan

10. Kecamatan
Lembeyan

I l. Dinas Pe rindustrial
dan Perdagangan 11. Kecamatan Poncol

12. Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan

12. Kecamatan
Maospati

13. Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

13. Kecamatan Karas
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7. Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa



UTAMA PENDUKUNG TAMBAHAN
14. Kecamatan

Nguntoronadi
15. Kecamatan

Karangrejo
16. Kecarnatan

Panekan
17. Kecamatan Bendo
18, KeCrrnatan

Ngariboyo
19. Kecematan Parang
20. Kecamatan

Plaosan
2l,Kecenatan

Takeran
22. Kecarnatan

Sidorejo
23. Kecernatal

Kartohaq'o
24. Kecamatan Barat

C. ETIALUATOR
Nama Evaluator
Tim
Organisasi
Komponen
Tahun
Perangkat Daerah

: Inspektorat Daerah / Bappeda Litbang / Bag.

Perencanaan / Pengukuran / Pelaporan / Evaluasi
2O>s
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D LEMBAR KER^'A EI/ALUASI (LKEI UTAUA

HASIL EVALUASI AI(UI{TABILITAS KIIYERJA
PERANGKAT DAERAH TAIIT'!5 2O]O(

Nilai
Akuntabllitas KlnerJaNo. Komponen/Sub

Komponen/Krlterla Bobot
Tahun

Sebelumnya 2Oxx

1 Perencanaan Kinery'a 30.00
2 Pengukuran Kine{a 30.00

Pelaporan Kine{a 15.00

4
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal 25.00

I[ilai Akuntabilitas KinerJa 100.oo

Predikat x x
I{o. Catatan

1

2

4

5

IlIo. Rekomendasi

t

'2

3

4

5
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E. LEMBAR KER.'A EVALUASI PERAITGI(AT DAERAII

Ifo. Bobot
lItlet

Atuntabllitac
KlnerJa

1 Pereacaaaan KiaerJa 30.oo
1 a Dokumen Perencanaan kinerja tel,ah tersedia 6.00

r.b

memenuhi standar yang baik, yaitu untuk
mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang
SMART, menggunakan penyelarasan
(a.sadingl disetiap level secara logis, serta
memperhatikan kineqia bidang lain
(crossaltirLgl .

kine4'a telah

9.00

l.c
Perencanaan Kinerja
untuk mewujudkan
berkesinambungan

tel,ah dimanfaatkan
hasil yang 15.OO

2 Peagukuran KiaerJa
'2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan 6.OO

2.b

ran Kine4'a telah menjadi kebutuhan
dalammewujudkan Kinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah ditakukan secara berjenjang
dan berkelanjutan.

Penguku

9.00

2.c

uran Kinerja telah dljadikan dasar
dalam pemberian Reward dan punishment,
serta penyesuaian strategi dalem mencapai
kinerja yang efektif dan efisien

Penguk

15.OO

3 Pelaporan ltlaerJa 15.OO
Terdapat Dokumen
menggambarkan Kinerja

Iaporan yang
3.00

3.b

Dokumen laporan Kinerja telah memenuhi
Standar menggambarkan Kualitas atas
Pencapaian Kinerja, informasi
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/ penyempurnaannya

4.50

3.c

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak
yang besar
strategi/ kebijakan
berikutlya

penyesuaian
mencapai kinerja

dalam
dalam 7.50

4 Evaluacl Atuatabllltas Klneda lateraal 25.(x)
Evaluasi Akuntabilitas Kineria Internal telah
dilaksanakan 5.00

4.b
Evaluasi Akuntabilitas Kine{a Internal telah
rl ilq ksanakar secara berkualitas 7.50

4.c

Implementasi SAKIP telah meninekat karena
evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
sehingga memberikan kesan yang nyata
(dampak) dalam efektilitas dan efisiensi
Kinerja

12.50

II ilat Akultabtlttas KlaerJa 1q).(x) :o(.ro(
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Ilompoaen/ Sub Kompoaea / Iklterla

Dokumen Perencanaan

30.oo

3.a

4.a



F. ISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI (XRITERIA)

No Kompouen/Sub
Krlterla Bobot OPD Catatan/

Elapulaa Evaluaal Dafitar trddeace Langkah Kerja PenllaiaaJewaban I{llat
I PERENCAI{AAN KINERJA 30.oo oo.oo
1.a Dolnrtncr Peselcalran

KtaerJa
6.OO AJrlAlEBl

Blcclcl
DIE

o.oo

1 Terdapat pedoman teknis
perencanaan kinerja

v/r 1 Ada / Tldal Ada - SE Pedoman
Penyusunan Renja

- Surat Penyusunan
Ren a

Dapatkan pedoman Surat
Edaran tentang penyusunan
RENJA yang dikeluarkan
oleh BAPPEDA LITBANG.Terdapat dokumen

perencanaan kine{a jangka
pqnjanC

Y/T 1 Ada / Tldal Ade Dokumen RPJPD Dapatkan dokumen RpJpD

Terdapat dokumen
perencanaan kine{a jargka
me!engah

Y/T 1 Ada / Tldal Ada Dokumen RENSTRA
serta perubahannya

Dapatkan dokumen
RENSTRA dan

ru bahan n ika
Terdapat dokumen
perencanaan kinerja jangka
pendek

v /"1 I Dokumen RENJA serta
perubahannya

Dapatkan dokumen RENJA
Tahun N- 1 dan

bahan n
Terdapat dokumen
perencanaan aktivitas yang
mendukung kinerja

Y/T 1 Ada / Tldal Ada Dokumen Rencana
Aksi

Dapatkan dokumen
Rencana Aksi Tahun n- I
Dapatkan dokumen
Peq'anjian Kineq'a Tahun n-
I dan Perubahann(; Terdapat dokumen

perencanaan anggaran yang
mendukun g kinerja

Y/T I Ada / Tldak Ada RKA serta
peruba}Iannya

1.b Dohumea Perencelaan
LIaerJa telah memeanhl
rtandar yrag bellr, yaltu
uatuh mencapal hedl,
deagaa ukurea LlnerJe yaag
SMART, menggunahaa
penyelara:aa (carcadlngl
dlettap level aecara logls,
ierta Eeuperhatltatr
Hncaja btdagg laln
(crosscuttlrrgl.

9.OO AAIAIBBI
Btcctcl

DID

o.oo
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4 Ada / Ttdak Ada

Dokumen Perlanjian
Kine4'a serta
perubahannya

Dapatkan dokumen RI(A
Tahun n-1 dan
p€rubahannya



Komponea/Sub
Kom /Xriterta

No Bobot OPD Catatatl/
StE Evaluesi. Daftar Evideace LaagLah KerJa PenllalanJawaban Nilai

1 Dokumen Perencanaan
Kinerja telah d iforma_lkan

Y/T 0,5 RENSTRA TELAH/
BELUU ditetapkan pada
tanggal. . . .

Dokumen RENSTRA
bertand atangan Kepala
OPD

Dapatkan dokumen
RENSTRA, RENJA Tahun N-
I dan perubahannya, teliti
apakah dokumen telah
ditetapkaa.

RENJA TELIIH/ BELUU
ditetapkan pada
tanggal....

P-RENJA TEL/TH/
BELUU ditetapkan pada

Doku men RENJA serta
perubahannya

Bappeda Litbang) dan
disalkan (terdapat tanda
tangan Kepala OPD).

) Dokumen Perencanaan
Kinerja dipublikasikan

v/T 0,s Dokumen TELIIH/
BELUM dipublikasikan

Screenshoot upload
RENSTRA dan RENJA
pada website OPD

Teliti upload dokumen pada
website opd dan
esr.menpan,go.id.

3 Dokumen Perencanaan
KinerJ'a menggam barkan
Kebutuhan atas Kineda
sebenarnya yang perlu dicapai

vlr 1 Dokumen Perencanian
Kineia TEI"Afl/ BELUU
menggambarkan
Kebutuhan atas Kine{a
sebenarnya yang perlu
dicapai

- Pohon kineq'a OPD
- Cascading OPD

Cek ketersediaan data
dukung, lalu cermati
apakah antara pohon
kinerja dan cascading sudah
menggambarkan kebu tuhan
(pagu anggaran di
cascading) kineq'a yang
perlu dicapai (Dapat
menjelaskan kebutuhan
untuk mencapai kineia
yang digambarkan melalui
pohon kinerja dan
cascadin4 Kualitas Rumusan Hasil

(Tujuan/Sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi
kinerja yang akan dicapai

Y/T I,5 Indikator Tujuan dan
Indikator Sasaran
SUDAS/ BELUU
menggam barkan tujuan
organisasi yang ingin
dicapai serta selaras
de Sasaran RPJMD

- Dokumen RENSTRA
- Dokumen RPJMD/

RPD

Cek pada Rensra OPD Bab
IV pada T-C.25 apakah
sudah menggambarkan
kine{a dan mendukung
sasaran dalam RPJMD Bab

5 Ukuran Xeberhasilan
dikator Kin telah

v/r 0,5 lndikator kineia
belum, memenuhitelah

- DoKumen RENSTRA
- IKU OPD

Pastikan indikator kineia
telal memenuhi
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No Kompouen/Sub
Komponen/ Krlterla Bobot OPD Catatan/

Slmpulan Evaluasl Daftar Evidence Laugkah KerJa PenllaianJasaban Nilat
memenuhi kriteria SMART kriteria SMARI - Dokumen RENJA kriteriterukur dan sesuai

d tusi oPD.
6 Indikator Kineia Utama (lKU)

telah menggam barkan kondisi
kine{a utama yang harus
dicapai, tertuang secara
berkelanjutan I su stainable -
tidak sering diganti dalam I
periode Perencanaan
Strategis)

Y/T I IKU TELIUI/ BELU
menggambarkan kondisi
Kinerja Utama yang
harus dicapai dan IKU
TEL,III BELUM
tertuang secara
berkelanjutan

Analisis IKU apakah sudah
sesuai dengan yang tertuang
dalam RENSTRA Bab VII,
cukup disusun sekali dalam
satu periode RENSTRA/ P-
RENSTRA dan apakah telah
menggambarkan tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai
serta terdapat rumus

rhitu elas.
Target yang ditetapkan dalam
Perencaaaan Kinerja dapat
dicapat lachiewblQ,
menantang dan realistis

Y/T I Target yang ditetapkan
dalarn Perencanaan
Kinerja DAPAT/ TIDAX
DAPAT dicapai
lachie uablel, menantang,
dan realistis.

- Dokumen RENSTRA
- Dokumen RENJA
- Dokumen Pe{anjian

Kinerja Kepala OPD

Bandingkan target antara
RENSTRA, RENJA dengan
Pedanjian Kinerja.
Target RENJA sesuai dengan
RKPD/ RENSTRA atau
target lebih besar dari
realisasi tahun sebelumnya
dan realistis untuk dica

i, Setiap Dokumen Perencanaan
Kineqja menggambarkan
hubungan yang
berkesinambungan, serta
selaras antara Kondisi/Hasil
yang akan dicapai di setiap
level jabatan {Cascodingl

Y/T 1,5 Setiap dokumen
Perencanaan Kinerja
TEUIH/ BELUM
menggambarkan
hubungan yang
berkesinambungan,
serta 8EI"AnAS/ TIDAr
SELllRAg antara
Kondisi/ Hasil yang al{an
dicapai di setiap level
jabatan (Cascading)
dengan dokumen PK
yang telah ditetapkan
dan ditarda

- Cascadirq
- Dokumen Peq'anjian

Kinetja

Dapatkan dokumen
cuscoding kemudian
bandingkan dengan PK di
setiap jabatan.

Analisis keselarasan kinerja
antar jabatan (baca
Permenpan RB No 89 Tahun
2O2l sebaS.i kriteria untuk
menilai cascuding).

9 Perencanaan kinerja dapat
memberikan informasi tentang
hubungan kineia, strategi,
kebijakan, bahkan aktivitas

Y/T o,5 Perencanaan kineda
DAPAT/ TIDAK DIIPAT
menjelaskan keterkaitan
antar bidang dalam

- Crossanlting
- Dokumen RENSTRA
- Dokumen RENJA

Analisis apakah dalam
pencapaian sasaran oPD
ada keterkaitan dengan
bidan serta adan a
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- Dokumen RENSTRA
- Dokumen IKU



No Komponen/Sub
Kotaporlen/Hrltcrli. Bobot OPD

Daftar Erddence Largksh Keda PenllaianJawaban IYilat
antar bidang/dengan tugas
dan fungsi lain yang berkaitan
lCrossaitirql

dukungan dari OPD lain.

10 S€tiap unit/ satuan kerja
merumuskan dan
menetapkan Perencanaan
Kine{a

v/r 0,5 Peq'anjia-n Kinerja
Perangkat Daerah
TEL/Ui/ BELUU
ditetapkan

Dokumen Peq'anjian
Kine4'a dan
perubahannya

Cek apakah dokumen
Perjanjian Kinerja telah
disusun dan ditetapkan
(ditandatangani oleh Bupati
dan Ke OPD11 Setiap pegawai merumu skan

dan menetapkal Perencanaan
Kinerja

Y/r 0,s SKP/ Perjanjian Kineg'-
Individu TEL/IH/
BELUU sudah disusun
oleh setiap pegawai

SKP/ Pe{anjian
Kineda Pegawai

Cek apakah SKP/ Pe{'anjian
Kineda Individu telah
disusun oleh setiap pegawai.

l.c Perencalaan KlaerJa telah
dlmadaatLen untul
memrJudlaa hatll yaag
ber

15.OO AAI^IB.BI
Blcclcl

DIE

oo.oo

1 Anggaraa yang ditetapkan
telah mengacu pada kineU'a
yang ingin dicapai

Y/T Belanja - belanja yang
dianggarkan IE,LIIU
BELUU mendukung
dalam pencapaian
kineda Perangkat
Daerah

Renja Analisis pada dokumen
RENJA pada Bab II terkait
Review terhadap Rancangan
Awal RKPD Taiun berjalan
(n) Kabupaten Magetan.

Aktivitas yang dilal<sanakan
telah mendukung kinel]'a yang
ingin dicapai

Y/T 2 Rencala aksi TELAH/
BELITU menggambarkan
kegiatan yang akan
dilal<sanakan untuk
mencapai tujuan/
sasaran/ target yang
ditetapkan

Rencana Aksi Analisis apal<ah rencana
aksi sudah menggambarkan
kegiatan riil/ nyata yang
dilaksanakan Perangkat
Daerah, jadwal pelalsa-naan
dan anggaran untuk
mendukung tercapaianya
sasaran Daerah3 v/r J Target yang ditetapkan

dalam Perencanaarr
Kinerja pada umumnya

BELUM dicaTELAH

- Monev Renja TW IV
- LKjIP (Bab III)
- Pe{anjian Kinerja

Ke t

Analisis apakah kinerja
Perangkat Daerah sudah
dicapai dengan baik melalui:
- Cek LK P untuk melihat
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CetateD/
Slmpulen Evaluatl

mendukung tercapanya
tujuan/ sasa-ran OPD
serta adanya keq'asama
dengan OPD lain dalam
mencapai tujuan
pembangunan daerah.

Target yang ditetapkan dalam
Perencanaan Kine{a telah
dicapai dengan baik, atau
setidaknya rnasih on the rioht



No Kompoaen/Sub
Komponer/ Krlterla Bobot OPD Catatar/

SiE Evaluacl Daftar Evldeace LaagLah KerJa PenllalaaJawabaE Ntlai
trock dengan baik dan ont6

ighl track
Daerah realisasi IKU/ PK Kepali

OPD
- Cek Monev Renja TW IV

untuk melihat realsiasi
proSram

Y=Capaian>80olo
T=Ca < 80o/o4 Rencana aksi kineg'a dapat

berjalan dinamis karena
capaian kinerja selalu
dipantau secara berkala

Y/T 2 Rencana al<si TELAH/
BELU disesuaikan
berdasarkan kondisi
keda

Rencana Aksi Analisa apakah ada
perubahan rencana aksi
seiring dengan adanya
peru bahan kegiatan/ jadwat
pelaksanaan/ perubahan
angSaran dan telah
di tau secara berkala5 Terdapat perbaikan/

penyempurnaan Dokumen
Perencanaan Kine{a yang
ditetapkan dari hasil analisis
perbaikan kinerja sebelumnya

Y /"t I Perubahan Rencana
Ket'a TELAII/ BELU
disusun dan
berdasarkan evaluasi
pelaksanaan kegiatan
tahun berjalan

Dokumen P-RENJA Analisa apa-kah dalam
dokumen Perubahan RENJA
telah memuat telah terkait
hasil pelaksanaan RENJA
tahun be{alan sebagai
dasar perubahan dalam
target kineda maupun
zrnggaran (lihat P-RENJA
Bab II Tabel 2.26 Terdapat perbaikan/

penyempurnaan Dokumen
Perencanaan Kine{a dalam
mewujudkan kondisi/ hasil
yang lebih baik

Y/T 2 TERDAPAT/ TIDAI(
TERDAPAT perbaikan
dalam rea.lisai kineqa
OPD dalam mewujudkan
kondisi/ hasil yang lebih
baik

Dokumen RENJA Ana.lisa apalah realisasi
kinerja Perangkat Daerah
setiap talun mengalami
peningkatan (cek RENJA
Bab II tentang Analisis
KinerJ'a Pelayanan perangkat
Daerah

7 Setiap unit/ satuan kerja
memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai
kinerja yang telah
direncanakan

Y/T I Satuan Keda TELAH/
BELUU memahami dan
peduli serta
berkomitmen dalam
mencapai kinerja yang
telal direncanakan yang
tersaji dalam dokumen
PK Kqpala OPD

- Dokumen Peqlanjian
Kinerja Kepala OPD

- LKjIP (Bab ut)

Analisa apakah Perangkat
Daerah telah melaksanakan
kinerja sesuai dengan
Perjanjian Kinerja.

50



Ito Bobot OPD
Daftar Erridence LalrLah KerJa PenllalauJawa,baE Nilat

IJ Setiap Pegawai memahami
dan peduli, serta berkomitmen
dalam mencapai kinerja yang
telah direncanakan

Y/T I Setiap pegawai TEIilI7
BELUM memahami dan
peduli serta
berkomitmen dalam
mencapai kine4'a yang
telah direncanakan dan
tersaji dalam dokumen
Pe{anjian Kinerja
Individu/ SKP

Perjanjian Kineq'a
Individu/ SKP

Analisa apakah seluiuh
pegawai telah melaksanakan
kinerja sesuai dengan yang
tertuang pada SKP.

2 PENGUKURAN KIITERJA 30,oo oo.oo

2.a Peaguhurtn KlaerJa telah
dllakukan

6.OO AAIAIEBI
Blcclcl

DIE

o.oo

1 Terdapat pedoman teknis
pengukuran kinerja dan
pengumpulsn data kinerja

Y/T 2 Ada / TldaL Ada Surat Edaran (SE)
Bupati tentang Juknis
Pengukuran Kine4'a
dan pengumpulan data
kinerja berdasarkan
Permendagri 86 Tahun
2017

Dapatkan dokumen juknis
pengukuran kinerja dan
pengumpulan data kineq'a.

.) Terdapat Defi nisi Operasional
yang jelas atas kine{'a dan
cara mengukur indikator
kineq'a

YlT 2 Dokumen IKU TELAH/
BELUM menjelaskan
indikator yang
ditetapkan (formulasi/
cara pengukural, dan
sumber data)

Formulasi dalam IKU
(cara mengukur
indikator kinerja)

Cermati apakah dalam IKU
telah menjelaskan definisi
operasional indikator dan
formula indikator (sudai
memuat sasaran strategis,
indikator kinerja, rumus
perhitungan,
penanggungjawab dan
sumber da3 Terdapat meka-nisme yang

jelas terhadap pengumpulan
data kinerja yang dapat
diandalkan

Y/T 2 Ada / TtdaL Ada SOP Pengumpulan
Data Kinerja

Dapatkan SOP
Pengumpulan Data Kineda
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Komponeu/Sub
Komponca/ Krlterla

Catatar/
almpulaa Ewaluetl



Catataa/
Si0' Evaluasl

No Kompoaea/Sub
Korapouen/Ifultcda Bobot OPD

Daltar Errideuce LaagLah KerJa PeallaianJawaba! Nilai
2.b Pcrgukuran KtlerJe teleh

me4Jadl Lebutuhan dalam
aewuJudlan KlnerJe recara
Efektlf dan Eflrlcn daa telah
dllakulun rccare bcrJenJaag
darr ber

9.OO AAIAIB.BI
Blcclct

DID

o.oo

1 Pimpinan selalu terlibat
sebagai pengambil keputu san
(Decision Makel deJam
mengukur capaian kineia

Y/T 1 Monev Renja Dapatkan dokumen
pengukuran kinerja yang
menunjukkan bahwa
Pimpinan selalu terlibat
sebagai pengambil
keputusan.

2 Data kinerja yang
dikumpu lkan telal relevan
untuk mengukur capaian
kinerja yang diharapkan

Y/T 1 Dokumen IKU Analisa apakah terdapai
relevansi antara data kineda
yang dilampirkan dengan
dokumen IKU dan laporan
kinery'a (cek sumber data).

3 Data kinerja yang
dikumpulkan telah
mendukung capaian kinerja
yang diharapkan

Y/T 2 Data kine{a yang
dikumpulkan TEUTH/
BELIIM mendukung
capaian kineq'a yang
dihara

Dokumen IKU (lengkap
dengan fomulasi
perhitungannya)

Analisa apakal terdapat
korelasi antara formulasi
perhitungan dan indikator
kinerja yang terdapat dalam
dokumen IKU.4 Pengukuran kinerja telah

dilakukan secara berkala
v/r 1 Pengukuran capaian

kinerja TEL/IH/ BELUU
dilakukan secara berkala

Monev Renja setiap
triwulan

Dapatkan dokumen laporan
kinerja triwulan/ semester
dan evaluasi apakah
pengukuran kineda
dilakukan secara berkala.5 Setiap level organisasi

pemantauan atas pengukuran
capaian kineia unit
dibawahnya secara beqjenjang

v/r 2 Setiap level organisasi
TEL/IH/ BELUU
melakukan pemantauan
atas pengukuran

a unitca kine

Monev Renja setiap
triwulan

Dapatkan dokumen yang
menunjukkan bahwa setiap
level organisasi telah
melakukan pemantauan
atas n kuran
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I Pimpinan TERLIBAT/
TIDAK TERLIBAT
s6Sagai pengambil
keputusan (Decision
Maker) ddam mengukur
capaian kinerja yang
ditunjukkan dengan
dokumen evaluasi yang
ditandatangani oleh
Kepala OPD
Data kineda yang
dikumpulkan TEL/|H/
BELUU relevan untuk
mengukur capaian
kinerja sesuai dengan
SOP Pengumpulan Data
Kineria



![o Kompoaen/Sub
Kom /Krtterla Bobot OPD Catataa/

Sim Evaluasl Dalltar Evideace La-gLeh Kerja PenihlarrJawabatr Nilai
dibawahnya secara
be{enjang.

kinerja unit dibawahnya
secara berjenjarg. Pastikan
dalam dokumen monev
Renja untuk realsasi sub
kegiatan mendukung
tercapainya realisasi
kegiatan dan realisasi
kegjatan pada realisasi

6 Pengumpulan data kinerja
telal memanfaatkan Teknologi
Informasi kinerja (Aplikasi).

v/r Pengumpulan data
kine{'a TEL/IE/ BELUU
memanfaatkan Teknologi
Informasi (Aplikasi).

Screenshoot Aplikasi
Si Pemikir (Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan
Kolaboratif
Berkelanjutan dan
Terin

Dapatkan screenshoot yang
menunjukkan bahwa
p€ngu mpulan data kinerja
telah memanfaatkan
Teknologi Informasi
(Aplikasi).

7 Pengukuran capaian kinerja
telah memanfaatkan Teknologi
lnformasi (Aplikasi).

Y/T I Pengukuran capaian
kinerja TEIAH/ BELUU
memanfaatkan Teknologi
lnformasi (Aplikasi).

Laporan Monev Renja
(Excel)

Dapatkan Laporan Monev
Renja

2.c Pengukural lfinerJa tehh
dlladllraa darar dalam
perberlen Resard dan
PunlshEont, ierta
penyerualaa rtretegl dalam
meacapal LlaerJa yang
efehlf dan eflilcn

15.OO AI.IAIBBI
Blcclcl

DID

oo.oo

1 Pengukuran Kinerja telah
menjadi dasar dalam
penyesuaian (pemberian /
pengurangan) tunjangan
kine{a/ penghasilan.

Y/T I Pengukuran Kineda
TEI"AII/ BELUU
menjadi dasar dalam
penyesuaian
(pemberian / pengura.nga
n) tunjangan kinerja /
tambahan penghasilan

wa,l

Screenshoot Aplikasi
E-Kinerja

Dapatkan screenslnot yang
menunjukkanbahwa
pengukurankinetl'a menjadi
dasar dalam penyesuaian
(pemberian /pengurangan)
tunjangan kinerja/ tambah
penghasilan pegawai.

2 Pengukura:r Kineda telah
dasar dalam

v/r I SKP dan E-Kinerja Dapatkan bukti dokumen
kuran kine ase
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SKP TELIUI/ BELUM
dimanfaatkan berkaitan



No Kompoaen/Sub
Kom /Krtterla Bobot OPD Catatan/

Evaluasi D.ftar Errldence Langlrah KerJa PeallalanJawaban Nilai
penempatan/ penghapusan
Jabatan baik struktural
maupun fungsional.

dengan reward and.
punis?anent

dasar dalam pemberian
rewa rd an d. pu ni slnte nt *rta
penempatan/ penghapusan
Jabatan baik struktural
mau nfu sional.3 Pengukura-n kinerja telai

mempengaruhi penyesuaian
lRefocusingil Organisasi.

Y/T I Pengukuran kinerja
TEL/Ui/ BELUU
mempengamhi
penyesu aian ( R efoctt singl
o lsasl.

- Perbup SOTK Ba-ru
- Perbup SOTK Lama

Dapatkan
baru band

Perbup SOTK yanf
ingkan dengan

Perbup SOTK yang lama

4 Pengukura,n kinerja telah
mempengaruhi penyesuaian
Strategi dalam mencapai
kineda.

Y/r 2 Pengukuran kine4'a
TELAII/ BELUT
mempengaruhi
penyesuaian strategi
dalam mencapai kinerja

Dokumen P-RENJA Analisa apakah dalam
dokumen Perubahan RENJA
telah memuat telaah terkait
hasil pelaksanaan RENJA
tahun be{'alan sebagai
dasa,r perubahan dalam
penyesuaiaa stratergi (lihat
P-RENJA Bab U Tabel 2.25 Pengukuran kineda telah

mempengaruhi penyesuaian
Kebijakan dalam mencapai
kine{a.

Y/T 2 Pengukuran kinerja
TELAH/ BELUM
mempengamhi
penyesuaian kebijakan
dalam mencapai kinerja

Dokumen P-RENJA Analisa apakah dalam
dokumen Perubahan RENJA
telal memuat telaal terkait
hasil pelaksanaan RENJA
tahun be{alan sebagai
dasar perubahan dalam
penyesuaian kebijalan (lihat
P-RENJA Bab II Tabel 2.26 Pengukuran kineda telah

mempengaruhi penyesuaian
Aktivitas dalam mencapai
kine{a.

v/r 2 Pengukuran kineda
TELAH/ BDLUU
mempengamhi
penyesuaian aktivitas
dalam mencapai kinerja

Dokumen P-RENJA Analisa apakah dalam
dokumen Perubahan RENJA
telah memuat telaah terkait
hasil petaksanaan RENJA
tahun berja_lan sebagai
dasa,r perubahan dalam
penyesuaian a_ktivatas (lihat
P-RENJA Bab II Tabel 2 .27 Pengukuran kine{a telah

mempengaruhi penyesuaian
Anggaran dalam mencapai
kin a-

Y/T 2 Pengukuran kinerja
TEL/TH/ BELUM
mempengaruhi

suaial ann

Dokumen P-REN.rA Analisa apalah dalam
dokumen Perubahan RENJA
telah memuat telaah terkait
hasil RENJA
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I{o Kompoaea/Sub
Komponea/Krlterla Bobot OPD Catatar/

Elmpulan Eseluarl Daftar Ewideace Laagkah KerJa PenllqlanJawaban Nllai
dalam mencapai kinerja. tahun berjalan sebagai

dasar perubahaa dalam
penyesuaian anggaran (lihat
P-RENJA Bab II Tabel 2.2

tJ Terdapat efisiensi atas
penggunaan anggaran dalam
mencapai kineq'a.

YlT 2 Ade/tldrl ade efisiensi
atas penggunaan
anggaran dalam
mencapai kine{'a.

LKJIP Cek apakah dalam laporan
terdapat efesiensi atas
penggunaan anggaran (LKjlP
Bab IU

!) S€tiap unit/ satuan kerja
memahami dan peduli atas
hasil pengukuran kinerja.

YlT I Setiap unit/ satuan kerja
TEL,IUI/ BELUU
memahami dan peduli
atas hasil pengukuran
kinerja.

- SKP Kepala
Perangkat Daerah

. LKJIP

Analisa apal<al unit/
satuan kerja memahami dan
peduli atas hasil
pengukuran kinerja.

10 Setiap pegawai memahami
dan peduli atas hasil
pengukuran kinerja.

Y/r I Setiap pegawai TEL,AH/
BELIIU memahami dan
peduli atas hasil
pengukuran kinerja.

SKP Semua Pegawai Cek apakah semua pegau'ai
telai membuat SKP.

3 PELAPORAN KIITERJA 15.OO o.oo

3.a Terdapat Dokuraen Laporan
yaag neaggambarLan
KlacrJa

3.OO AAIAIBBI
Blcclcl

DIB

o.oo

1 Dokumen laporan Kinerja
telah disusun

v/r t/o Telah/Belum disusun LKJIP Dapatkan dokumen LKjlp

Dapatkan Laporan Monev
Re a Per Triwulan.

2 Dokumen Laporan Kineq'a
telah disusun secara berkala

Y/T r/o Telah/Beluo disusun
secara berkala

Laporan Monev Renja
Per Triwulan

3 Dokumen Laporan Kinerja
telah diformalkan

Y/T 1/O Telah/Belum
diformalkan

LKjIP yang telah
ditandatangani dan
distem

Teli ti apal<al dokumen LKjtp
yang telal ditandatangani
dan distem I

4 Dokumen Laporan Kinerja
telah direviu

v/r r/o Telah/Bclum direviu LKJIP Dapatkan Dokumen LKjtF
yang telah di upload di
Website esr.men .id.

5 Dokumen taporan Kinerja
telah dipublikasikan

Y/T L/O Tcleh/Belun
dipublikasikan

Bukti screenshoof
di u.reDsite OPD

Dapatkan bukti screenshoot
di urebsite OPD.

6 Dokumen Laporan Kinerja
telah disampaikan tepat
waktu

Y/T tlo Tclah/Bclna
disampaikan tepat waktu

Bukti screenshoo,
upload di Website
esr.men id

Teliti tanggal upload di
Website esr.menpan.go.id.
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No Kompoaen/Sub
Kompotren/ Krlterla Bobot OPD Catrte!/

Si.E Evaluasl Daftar Evidence 1s'rglah Kerja PeallalanJasabal l{llai
3.b Dotumea Laporarr KherJa

memenuhi Staadar yaag
menggambarkar Kuallta3
etas / Pcncepalan KlncrJa,
lnformad koberharllan/
Legagalan LlaerJa terta
upaya perballea /
PClryemPurlrealraya

4.5() A,.IAI98I
Blcclcl

Dla

o.oo

1 Dokumen Laporan Kineda
disusun secara berkualitas
sesuai standar.

v/r 1/O LKjIP tclah/bclum
disusun
secaraberkualitas sesuai
standar.

LKjIP sesuai
sistematika
penyusunzrn
PermenpanRB Nomor
53 Tahun 2014

2 Dokumen Laporan Kinerja
telah mengungkap seluruh
informasi tentang pencapaian
kinerja.

Y/T L/o LKjIP tehh/bcluE
mengungkap seluruh
informasi tentang

ca kin a.

LKjIP Bab III Analisa LKjIP Bab III apakah
telah mengungkap informasi
kinerjadengan lengkap.

3 Dokumen Laporan Kineda
telah menginformasikan
perbandingan realisasi kinerja
dengan target tahunan

YlT r/o LKjIP teleh/bclum
menginformasikan
perbandingan realisasi
kinerja dengan target
tahunan

- LKjIP Bab IU,
- PK,
- RKPD/ Renja

Analisa BAB III LKjtP
apal(ah ada informasi
perbandingan realisasi
tahun berjalan dengan
talget tahunan (PK), dengan
RKPD/ Renja (untuk tahun
berkenaan

4 Dokumen Laporan Kinerja
telah menginformasikan
perbandingan realisasi kineq'a
dengan target jangka
menengah

Y/T 1/O LKJIP telah/belum
menginformasikan
perbandingan realisasi
kinerl'a dengan target
jangka menengah

- LKjIP Bab ut,
- RPJMD /Renstra

Analisa BAB Ill LKjtP OpD
apakal ada informasi
perbandingan realisasi
tahun berjalan dengan
target jangka menengah
RPJMD Ren

5 Dokumen Laporan Kineda
telai menginformasikan
perbandingan realisasi kinerja
dengan realisasi tahun -
ta}Iun sebelumnya

v/r 1/O LKJIP tcleh/bclun
menginformasikan
perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi
tahun - tahun sebelumny€

- LKjIP Bab ut,
- RPJMD / Renstra

Analisa dokumen LKJIP dan
RPJMD/ Renstra apakah ada
informasi pencapaian kinerja
selama periode RPJMD/
Renstra.

6 Dokumen Laporan Kineq'a
telah menginformasikan
pertandingan realisasi kineria

v/r L/O LK]lP telah/belun
menginformasikan
perbandingan realisasi

LKJIP Bab IU
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Bandingkan outline
penyusunan LKjIP dengan
pedoman penyusunan
LKjIP/ Permenpan RBNomor
53 Tahun 2O 14.

Teliti apakah LKJIP Bab IIt
telah memasukkan
informasi realisasi capaian



l{o Kompolen/Sub
Koopoaerl/ Krlterla Bobot OPD CatataD/

SloP -Ia1 Eyaluarl Daftar Hdence Laagtrah KerJa PeallaianJasabaq Nilai
dengan realisasi kinerja di
level provinsi / nasional /
internasional lBenclanark
Kinery'a)

kinerj'a dengan realisasi
kineg'a di level provinsi /
nasional / intemasional
@encfutnrk Knerjal

kine{'a OPD dan
perbandingan dengan
kineqa di level provinsi /
nasional internasional

7 Dokumen Laporal Kinerja
telah menginformasikan
kualitas atas capaian kinerj'a
beserta upaya nyata dan/atau
hambatannya.

Y /'t r/o LKJIP tcleh/bclua
menginformasikan
kualitas atas capaian
kinerja beserta upaya
nyata dan/atau
hambatannya.

LKJIP Bab Ul Analisa apakah LKrtP OpD
telah memuat informasi
upaya nyata dalam
mendukung capaian kinerja
yang meningkat atau
informasi hambatan jika

tidak terca
IJ Dokumen Laporan KinerJa

telah menginformasikan
elisiensi atas penggu naan
sumber daya dalam mencapai
kineq'a.

Y/T r/o LKJIP telah/bolum
menginformasikan
efisiensi atas
penggunaan sumber
daya daiam mencapai
kin a.

LKJIP Bab III Analisa apakah ditemukan
ketercukupan informasi
tentang efi siensipenggunaan
sumber daya
(orang/ anggaran/
mekanisme SO

9 Dokumen l,aporal Kineg'a
telah menginformasikan
upaya perbaikan dan
penyempurnaan kine{a ke
depaa (Rekomendasi
perbaikan kinerja).

Y/T 1/o LKJIP tchh/belum
menginformasikan upaya
perbaikan dan
penyempumaan kinerja
ke depan (Rekomendasi
perbaikan kineq'a).

Analisa apalah LIUIP telah
memuat informasi rencana
aksi / upaya perbaikan /
penyempumaan kinerja
dalam pencapaian tujuan
orgalisasi (tujuan/
sasaran

3.c Pelaporan KtaerJe teleh
neabcslLar dempeh yeng
boar drlem pelyerualan
3ttat.gl / kcb{a}an dalan
meacapll LlaerJa borltutuya

7,5(} AAIAIBBI
Blcclcl

DIE

oo.oo

1 Informasi dalam laporan
kine{a selalu menjadi
perhatian utama pimpinan

Y/T 1/O Kepala OPD
tolal/belum memantau
informasi laporan kinerja

LKjIP yang di tanda
taJlgani Kepala OPD

Dapatkan LKjIP OPD yang di
tanda tangani Kepala OpD.

Penyqiian informasi dalam
laporan kine{a menjadi
kepedulian seluruh pegawai

Y/T r/o SGlumh/sob.glar
pegawai memahami dan
mengetahui informasi
kinery'a yarg ada dalam
LKJIP

Notulen dan daftar
hadir pembahasan
capaiar kinerja
internal

Dapatkan Notulen dan
daftar hadir pembahasan
capaian kinerja internal.

3 Informasi dalam laporan v/r r/o - Dokumen IP Teliti dan analisa untuk
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LKJIP Bab III dan Babv

Informasi dalam laporan



No Kompoaea/Sub
Konponea/ Xrlterla Bobot OPD Cataten/

Slmpulaa Evaluarl Daftar Errldence PenllalaaJawabalr !ttlat
kinerja berka.la telah
digunakan dalam penyesuaian
aktivitas untuk mencapai
kineq'a

kineria berkala
teleh/bolum digunakan
dalam penyesuaian

- Laporan Monev Renja mengetahui apakah laporan
capaian kine4'a berkala
telah dimanfaatkan dalam
pelaksanaan refeusing /
pergeseran/ perubahan
angga-ran. Contoh jika
tefllapat perubahan
target dapat diikuti dengan
perubahan aktivitas
turunan darisub ke tan

4 Informasi dalam laporan
kineda berkala telah
digunakan dalam penyesuaian
penSgunaan anggaran untuk
mencapai kinerja

Y/T t/o Informasi da.lam laporan
kinerja berkala
tchh/bGho digunakan
dalam penyesuaian
p€nggunaan anggaran
untuk mencapai kinerja

- Dokumen LKjlP,
- DPA Perubahan, dan
- La.poran Monev

Renja.

Teliti dan analisa untuk
mengetahui apakah laporan
capaian kine{a berkala
telah dimanfaatkan dalam
pelaksanaan refocasing /
pergeseran/ penrbahan
anggaran. Contoh jika
terdapat pembahan target
dapat diikuti dengan
perubahan aktivitas
(turunan dari sub kegiatan)
dan anggaran/ belanja -
belarr an

5 Informasi dalam laporan
kine4'a telah digunakan dalam
evaluasi pencapaian
keberhasilan kinerja

Y/T r/o Informasi dalam Laporan
Kinerja tclah/beluE
digunakar dalam
evaluasi pencapaian
keberhasilaa kinerja
yang tersaji dalam
dokumen LIUIP dan SKP

. LKJIP,
- SKP

Teliti dan analisa untuk
mengetalui apakah LKJIP
telah dimanfaatkan sebagai
dasar dalam menentukan
target SKP tahun
berikutnya.

6 Informasi dalam laporan
kine{a tela} diguna}an dalam
penyesuaian perencanaan
kine{a yang akan dihadapi
berikutnya

v/r 1/o Inlormasi dalam laporan
kinerja tcleh/bclua
digunakan dalam
p€nyesuaian
perencanaan kineda
ss[aga irnarla t6lsajl
dalqun dokumen LKjIP

- Dokumen LKjIP,
- Perubahan Renja

tahun berikutnya
(n+ 1)

Teliti dan aialisa untuk
mengetahui apalah LKjIP
telah dimanfaatkan untuk
penyesuaian perencanaan
kinerja yang akan dihadapi
berikutnya.

7 lnformasi dalam laporan Y/T r/o Informasi dalam Laporan - Dokumen LK IP Teliti dan analisa untuk

s8

Lanqlah KerJa



No Komponen/Sub
KorD.poDen/Kdteda Bobot OPD Catatar/

Slm Evaluasl Daftar Evidence LalgLah KerJa PenllaianJawaban Ntlai
Kinerja telah/belun
mempengaruhi
perubahan budaya
kinerja organisasi
s€bagaimana tersaii
dalam dokumen LKjIP

Tahun berjalan (n),
- Dokumen LKjIP

Tahun sebelumnya
(n- 1).

mengetalui apakah LKjIp
telah dimanfaatkan untuk
mempengaruhi peru bahan
budaya kinerja organisasi
(pencapaian
output/ outcomel.

EVALUASI AXUNTABILITAA
KINEzuA IIITERNAL

25.OO (x).oo

4.e Evalua*l Akuntabilltat
KhGrJa Interual telah
dllalranalau

AJrlAlBBl
Blcclcl

DIE

oo.oo

1 Terdapat pemantauan
mengenai kemajuan
pencapaian kinerja beserta
hambatannya

Y/T t/o Ada/TldaL Ada
dokumen hasil
pemantauan mengenai
kemajuan pencapaian
kineda beserta
hambatannya

- Laporan Monev
Renja,

- LKjIP Bab III

Dapatkan dokumen
Laporan Monev Renja darr
LKjIP Bab III untuk
pemantauan mengenai
kemajuan pencapaiarr
kineg'a
besertahambatannya.

r/o Evaluasi progratn
telah/belum dilakukan

LKjIP Bab III Dapatkan dokumen hasil
evaluasi seluruh program
yang menyajikan informasi
tentang capaian
hasilprogram (kinerja dan
angga_ran), dan
simpulankeberhasilan atau
ketidakberhasilan am

3 Evaluasi pelaksanaan
Rencana Aksi telah dilakukan

r/o - Dokumen Rencana
Aksi beserta

- Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Aksi

Dapatkan dokumen evaluasi
Rencana Aksi beserta
Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Rencaaa Aksi.

4.b Enaluesl Atultabllltat
KfurerJallternal
telahdllaL;aaaLar secsra
berkualltan

7.50 AAIAIBBI
Blcclcl

DIE

oo.oo
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kine{a se1a1u mempengaruhi
perubahan budaya kineqja
organisasi

4

5.OO

Evaluasi program telah
dilakukan

YlT

Y/T Evaluasi pelaksanaan
Rencana Aksi
tcleL/bclua dilakukan



No
Kompoacr/Sub

KoEponcn/Kdterla Bobot OPD Catatan/
Blmpulaa Eoaluaci Daftar Evldenee PenllalanJasaban Ntlai

1 Evaluasi program
dilaksanakan
dalam rangka menilai
keberhasilan program

YIT 1/o Evaluasi program
telah/belun
dilaksanakan dalam
rangka menilai
keberhasilan program

LKjIP Bab III Analisis Dokumen LKjIP
apakah pelaksanaan
evaluasi telah menyajikan
simpulan mengenai
keberhasilan atau kegagalan
program yang dievaluasi dan
terdapat bukti yang cukup
bahwa rekomendasi telah
(akan) ditindaklanjuti.

2 Evaluasi program telah
memberikan rekomendasi -
rekomendasi perbaikan
perencanaan kinerja yang
dapat dilaksanakan

v/r rlo Evaluasi program
tclah/bclum
memberikan
rekomendasi -
rekomendasi perbaikan
perencanaan kinerja
yang dapat dilaksanakan

LKjIP Bab III Analisa apakah pelaksanaan
evaluasi program telah
disertai rekomendasi yang
terkait dengan perbaikan
perencanaan kinerja dan
rekomendasi tersebut telah
(disetujui untuk)
dilaksanakan.

Eva.luasi program telah
memberikan rekomendasi -
rekomendasi peningkatan
kinerja yang dapat
dilaksanakan

YIT 7/o Evaluasi program
tclah/bclua
memberikan
rekomendasi -
rekomendasi
peningkatan kinerja yang
dapat dilaksanakan

LKjIP Bab Ill Analisa apakah pelaksanaan
evaluasi program telah
disertai rekomendasi yang
terkait dengan peningkatan
perencanaan kinerja dan
rekomendasi tersebut telah
(disetujui untuk)
dilaksanakan.

4 Pemantauan Rencana Aksi
dilaksanakan dalam rangka
mengendalikan kinerja

YIT rlo Pemantauan Rencana
Aksi tclah/bclun
dilaksanakan dalam
rangka mengendalikan
kine{a

- Dokumen Rencana
Aksi beserta

- Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Aksi

Analisa apakah hasil
pemantauan atas Rencana
Aksi dilaksanakan dalam
rangka mengendalikan
kinerja.

5 Pemantauan Rencana Aksi
telah memberikan alternatif
perbaikan yang dapat
dilaksanakan

Ylr r/o - Dokumen Rencana
Aksi beserta

- Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana Aksi

60

Lar.gLrh Kerja

Pemantauan Rencana
Aksi tetrah/belun
memberikan altematif
perbaikan yang dapat
dilaksanakan

Analisa apakah hasil
pemantauan atas Rencana
Aksi memberikan alternatif
perbaikan yang dapat
dilaksanakal



No
Komponen/Sub

Komponen/Kriteria Bobot OPD Catatau/
Slmpulan Evaluesl Daftar Errldeace Langlah KerJa PeallalanJawaban Nilai

4.c Implemeltasl SAIIIP telah
m,elhglet La.reaa evaluarl
Alruntabllitar KlnerJa
Iaternal rehlngga
membedLcn Leran yaag
ryata (danpalrl ddaa
efoktlflta: dan cfldend
KlnerJa

12.5(, AAIAIB.BI
Blcclcl

DID

oo,oo

1 Seluruh rekomendasi atas
hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja internal telah ditindak
lanjuti

v/r r/o Seluruh rekomendasi
atas hasil eva.luasi
akuntabilitas kineda
interna-l teleh/belum
ditindak lanjuti

Bukti tindal lanjut
AtAS LHE SAKIP tahun
(n- 1)

Cek rekomendasi laporan
tahun sebelumnya lalu
bandingkan dengan laporan
monitoring tindak lanjut
untuk mengetahui apakah
rekomendasi telah ditindak
lanjuti atau belum Laporan
Monitoring TL untuk
mengetahui apalah
rekomendasi telah
ditindaklan uti atau belum.

2 Telah te{'adi peningkatan
implementasi SAKIP dengan
melaksanakan tindak lanj ut
atas rekomendasi hasil
evaiuasi akuntabilitas Kinerja
Intemal

v/r tlo Ada/Tlda& ada
peningkatan
implementasi SAKIP

. LHE SAKIP tahun
(n-2) dan

- LHE SAKIP tahun
(n- 1)

Analisa apalah rekomendasi
yang diberikan telah
memberikan dampak
peningkatan implementasi
SAKIP (dapat dengan cara
membandingkan nilai sakip
skpd tahun n-2 dengan n- I
apakah rekomendasi telah
di tindaldanjuti sehingga
berdampak dengan naiknya
nilai SAKI

3 Hasil evaluasi akuntabilitas
kineda internal telah
dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan
akuntabilitas kinerja

Y/T t /o Hasil evaluasi
akuntabilitas kineda
internal telah/belun
diman faatkan untuk
perbaikan da,I
peningkatarr
akuntabilitas kine{a

- LHE SAKIP tahun
(n-2) dan

- LHE SAKIP tahun
(n- l)

Analisa apakah rekomendasi
yang diberikan telah
dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan
al<untabittas kinerja
(dapatdilalukan bersamaan
dengan kriteria
sebelumnva).
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No
Kompoaen/Sub

Komporlen/ Krlterla Bobot OPD Catetar/
Atopulaa Ernluasl Daftar Evideace LaagLah KerJaJawaban Nilai

4 Hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja internal telah
dimanfaatkan dalam
mendukung efektifitas dan
eiisiensi kinerja

v/r t/o Hasil evaiuasi
akuntabilitas kinerja
intema-l telah/belum
dimanfaatkan dalam
mendukung efektifitas
dan efisiensi kinerja

- Capaian Kinerja
Anggaran pada LKjIP
tahun (n-2) dan

- Capaian Kinerja
Anggaran pada LKjIP
tahun (n- 1)

Analisa apakah rekomendasi
yang diberikan telah
dimanfaatkan untuk
perbaikan
danpeningkatanakuntabilita
s kinerja (untuk efektivitas)
dan
perbaikan belanja - belanja
yang tidak mempunyai daya
ungkit terhadap pencapaian
sasaran OPD (Efisien)
dengan cara melihat
kembali DPA yang dievaluasi
apakah belanja-belanja yang
tida-k relevan dengan
pencapaian sasaran masih
ditemukan.

5 Telah terjadi perbaikar dan
peningkatan kinerja dengan
memanfaatkan hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja internal

v/r 1/O Telah/belue te{adi
perbaikan dan
peningkatan kinerja
dengan memanfaatkan
hasil evaluasi
akuntabilitas kine{a
internal

- Capaian IKU pada
LKjIP tahun (n-2)
dan

- Capaian IKU pada
LKjIP tahun (n- 1)

Ana.lisa saran dan
rekomendasi apakal telah
memberikan dampak
perbaikan dan peningkatan
kine4'a dalam rangka
mencapai sasaran dan

uan OPD.

BUPATI MAGETAN,

SUPRAWOTO
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